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Kementerian Haji Terbentuk

Proses Transisi Jangan Ganggu Layanan Jemaah

SENAYAN mengesahkan evisi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
019 tentang Penyelengoaraan
[badah Haji dan Umrah dalam
Rapat Paripurna di Gedung DPR,
Selusa (26/8/2025). Undang-
undang ini menjadi kindasan
perubabian Badan Penyeleng gara
(BP) Haji menjadi Kementerian
Haji dan Umrah.

Anggota Komesi VIIT DPR
Maman Imanul Hag menyatakan,
Kementertan Haji dan Umrah
adalah tonggak baru dalam pe-
nyelenggaraan ibadah haji.
Kementerian iniakan mengurusi
masalah penyelenggaraan haji
dan sebagai bukti negaa hadir
untuk memberikan pelayanan ter-
baik bagi jemauh haji dan umeah.

"Karena itu, proses transisi
kelembagaun ini jangan sampai
menggangou layanan jemaah
haji dan umrah,” wjaenya, Jumat
(20/8/2025).

Proses transist it juga jangan
sampai menggangou kenya-
manan jemaah, terutama dakim
pengelolaan sistem informasi
dan data umrah. Karena ham-
batan sekecil apa pun bisa me-
nimbulkan keresahan.

"Mk harus dipastikan semua
berjalan baik,” tandasnya.

danaan, perlengkapan, hingsy
dokumen dari Kementerian
Agama dan Badan Pengelola
Huji (BP Huji) ke Kementerian
Haji dan Umrah. Untuk i,
perlu koordinasi yang ntensif
antar lembaga ugar pengalihan
berjalan kancardan tidak menim-
bulkan hambatan.

Selan itu, Maman mendorong
Kementertn Haji dan Umrah
seperd melakukan sosialisasi
seeari Juas kepada para pemang-
ku kepentingan, termasuk biro
perjalanan dan masyarakat. So-
sialisasi ini penting agar jemadh
merasa tenang dan yakin tidak
akan terdampak oleh proses
transisi.

“Jangan sampai-ada jemaah
yang tertunda keberingkatannya
hunya karena masalah adminis-
trast. Sehingza kamiminta koor-
dinasi dan sosialisasi dilakukan
secard intensif agur tidak ada ken-
daly,” harap politikus PKB it

Ketua Komisi VIII DPR
Marwan Dasopang menambah-
kan, Kementerian Haji dan
Umrah akan mulai beropera-
sidalam waktu 30 hari sejak
Undang-Undang Hapr disahkan
di DPR. Selasa (26/8/2025).
Presiden akan mengeluarkan

Maman ImanulHag

menterian Haj dan Umreah.
“Nantinya Mochamad Itfan
Yusuf atau Gus Iefan tidak lagi

Jadi Kepala Badan Haji, melain-

kanmenjadi Menteri Haji." kata
Marwan dalam keterangannya,
Kamis (28/8/2025).

Dengan keputusan itu, ka-
ta Marwan, Menteri Agama
(Menag) Nasaruddin Umar tak
akan lagi mengurust hap. Menag
akan fokus dan betlaku penuh

Mochamad [rfan Yusuf atau Gus
Irfan menyatakan, pihaknya me-
nyerahkan sepenuhnya kepada
Presiden yang memiliki hak
prerogatif untuk mengangkat
menteri.

"It terserah di Bapuk Pre-
siden. siapa yang akan jadi
pemimpin di Kementerian Haji
yang baru s terserah ke pada be-
law," kata Gus Irfan di Gedung
DPR, Rabu (27/8/2025 ).

rln yang bie saja dibentuk me-
nyusul revisi Undang-Undang
Haji dan Umeah tersebut.
"Kami sebagui pelaksana
manut saja, ditugaskan siap,
tiduk ditugaskan juga siap. I
memang prinsip kami," tandas
politikus Gerindra ini.
Terpisah, Kepala Kantor Ko-
munikast Kepresidenan Hasan
Nasbi mengutukan, Presuden
Prabowo Subianto akan sepera
menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) untuk pembentukun

. Kementerian Haji dan Umrah.

"Apakah kepala badan haji

- yang sekarang akan otomatis
£ menjadi (Menteri)itubiar presi-
" den yang menentukan,” kata

Hasan dalam Keterangannyi,
Rubu (27/8/2023).

Hasan mengatakan, Kemen-
terian Keuangan (Kemenkeu)

Juza akan menyiapkan anggaran

untuk Kementerian Haji dan
Umeah. Sebab, setiap lembaga
ata kementerian baru pasti akan
disiapkan anggarannya.
Sebagar informasi, BP Haji
dibentuk sejak 22 Oktober 2024
setelah Prabowo Subianto di-
lanuk sebagai Presiden. Hal mi
tertuang dalam Perpres Nomor
[ 54 Tahun 2024 tentane Badan
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